Menimbang

Mengingat

BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 821.2/02/BKOPDSA/KEPIPDI2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON it
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BUPATI HALMAHERA UTARA

a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintshan di
Yingkungan Pemerntan Kabupaten Haimanera WUtara, maka peru segera
memindahkan dan mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya
tersebut dalam lajur 2 dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke lajur
5 daflar lampiran surat kepulusan ini;

b. bahwa Pegawal Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dafiar
fampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap unfuh Ciangkat
dalam jabatan dimaksud dalam huruf a;

¢. bshwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf 2 dan b,
maka perlu menetapkan Kepulusan Bopati Haimahera Ulara tantang
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Il [Il dan IV di Lingkungan Femerintah
Kabupaten Halmahera Utara,

: 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1839 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupalen Maluku Tenggara Barat {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 174, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 3895}, sebagaiman teiah diubah dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2000 {Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2000
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981,

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Haimahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupalen Kepulauan Sula,
Kabupsten Haimahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Ulara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan

' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2464);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tshun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4438);

4, Undang-Undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparalur Sipif Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor §587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2045 (Lernbaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
indenesia Nomor 5679},

B. Persturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang FPengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struklural, sebagaimana telah diubah dennan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan alas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Repuliik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik indenesia Nomor 4194 X

7. Persluran Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan
Pemindahan, dan Pamberhentian Pegawali Negeri Sipil {Lembaran Negare;
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indenesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);

8. Persturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentano Paranokat Daerah
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Menteri Dalam Negeri RI dl Jakarta,
Sekretaris Jenderal DEPDAGRI di Jakarta,
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Kepala Badan Kepegawaian Negarz di Jakarta,
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1,

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6337);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Jabatan Struktural;

Peraturan Daersh Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah Kabupaten Halmahera Utara,

© 1. Sural Keputusan Kepala SKN Nomor 18 Tahun 2002, tentang Ketentyan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Namor 400 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawat Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sepagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003, ]
Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tazhun 2003, tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri  Sipil,
sébagaimana telsh diubah dengam Peraturan Pemerintah Nomor €3 Tahun 2008,
Hasil Pembahasan Rapat BAPERJAKAT Kabupaten Halmahera Utara
Nomor 03 /2019/BAPERJAKAT, tanggal 26 Juli 2019;

MEMUTUSKAN

Memindahkan dan mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negaia yang namanya t_ersz_abut
dalam lajur 2 dari Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke lajur 5, dan diberikan
tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran keputusan ini,

Keputusan ini mulai beraku sejak tanggal pelantikan;

. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi . Tobelo
_...Pada Tanggal : 28 Juli 2019
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- ABUPATY/HALMAHERA UTARA,
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For :
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mahera Utarg,

11. Qireklur RSUD Tobelo Kab, Halmahera U
12. Para Camal, se-Ksb. Halmahera Ntarg, 2.
17 Y§ra Gsreangkutan untuk diketahut.
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